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ABSTRAK  
Penelitian ini menganalisis proses revitalisasi Pasar Kolpajung sebagai studi kasus inovasi  
kebijakan publik berbasis prinsip good governance. Revitalisasi ini mencakup tiga bentuk  
inovasi utama: digitalisasi sistem retribusi dan sewa kios, pembiayaan melalui skema 
kemitraan  pemerintah-swasta (Public-Private Partnership), serta penataan zonasi berbasis 
komoditas.  Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi dinamika 
kebijakan,  partisipasi aktor, serta tantangan dalam penerapan prinsip transparansi, 
akuntabilitas,  partisipasi, dan efektivitas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun revitalisasi 
mencerminkan  upaya perubahan struktural, pelaksanaan prinsip good governance masih 
bersifat parsial.  Partisipasi publik lebih bersifat prosedural daripada substantif, dengan 
dominasi aktor  birokratis dalam pengambilan keputusan. Transparansi informasi dinilai 
terbatas, sedangkan  mekanisme akuntabilitas belum dibangun secara sistemik. Hal ini 
berdampak pada efektivitas  kebijakan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam peningkatan 
fungsi sosial-ekonomi pasar  pascarevitalisasi. Refleksi teoretis mengindikasikan bahwa 
inovasi kebijakan belum  sepenuhnya mengarah pada transformasi tata kelola yang inklusif 
dan berkelanjutan,  sebagaimana ditegaskan oleh Osborne dan Gaebler serta kerangka 
deliberatif Habermas.  Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya integrasi antara 
inovasi kebijakan dan  reformasi kelembagaan, serta perlunya strategi komunikasi partisipatif 
untuk memperkuat  posisi masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan. Penelitian 
ini  merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aktor lokal, pembentukan mekanisme  
pengawasan berbasis komunitas, serta penyusunan indikator evaluatif berbasis result-based  
governance dalam program revitalisasi pasar tradisional.  

Kata kunci: Revitalisasi Pasar, Inovasi Kebijakan, Good Governance, Partisipasi Publik, Tata  
Kelola Lokal.  
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Pendahuluan   

Dalam dua dekade terakhir, dinamika sektor perdagangan ritel di Indonesia 
menunjukkan  pergeseran yang signifikan. Fenomena modernisasi pasar dan pesatnya 
ekspansi ritel modern  seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket telah mengubah 
struktur interaksi antara  produsen, distributor, dan konsumen. Keberadaan pasar tradisional 
yang dulunya menjadi  pusat utama aktivitas ekonomi lokal semakin terpinggirkan. Berbagai 
studi mencatat bahwa  pasar tradisional mengalami penurunan daya saing akibat 
keterbatasan infrastruktur,  rendahnya kualitas layanan, serta lemahnya pengelolaan 
manajerial yang seringkali bersifat  konvensional dan kurang responsif terhadap perubahan 
perilaku konsumen (Sipahutar, 2016). Sementara itu, perkembangan ritel modern 
menawarkan kenyamanan, kebersihan, dan sistem  pelayanan yang lebih terstandarisasi, 
menjadikannya pilihan utama masyarakat urban maupun  semi-urban (Gauri et al., 2021). 
Dampaknya, banyak pasar tradisional mengalami penurunan  jumlah pengunjung, 
pendapatan pedagang, bahkan penutupan unit usaha. Pemerintah daerah di  berbagai wilayah 
mencoba merespons kondisi ini melalui berbagai program revitalisasi pasar, namun hasilnya 
belum optimal. Revitalisasi sering kali hanya bersifat fisik, tanpa diiringi  pembaruan pada 
aspek kelembagaan, tata kelola, dan partisipasi aktor lokal. Padahal, pasar  tradisional tidak 
sekadar ruang jual beli, melainkan juga simpul sosial ekonomi komunitas yang  memiliki nilai 
budaya dan relasi sosial yang khas (Irianto et al., 2023).  

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan 
strategis  dalam mengelola dan mengembangkan pasar rakyat. Namun, berbagai kendala 
struktural  seperti keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, serta birokrasi yang 
cenderung  prosedural sering kali menghambat lahirnya inovasi kebijakan yang 
berkelanjutan. Inovasi  dalam kebijakan publik tidak hanya dituntut untuk responsif terhadap 
masalah aktual, tetapi  juga perlu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik partisipasi,  akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi (Ohoiwutun & 
Zacharias, 2024). Sayangnya,  belum semua inisiatif revitalisasi pasar tradisional dirancang 
berdasarkan prinsip-prinsip  tersebut. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah 
revitalisasi Pasar Kolpajung di Kabupaten  Pamekasan, Jawa Timur. Pasar ini merupakan 
salah satu pusat ekonomi strategis yang melayani  ribuan pedagang dan konsumen setiap 
harinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi  pasar mengalami penurunan secara fisik 
maupun fungsional. Revitalisasi yang dilakukan oleh  Pemerintah Kabupaten Pamekasan 
menimbulkan dinamika yang kompleks: mulai dari  resistensi pedagang, konflik lahan, hingga 
persoalan transparansi informasi kebijakan. Di sisi  lain, terdapat peluang untuk memperkuat 
posisi pasar tradisional sebagai bagian dari strategi  pembangunan ekonomi daerah berbasis 
kearifan lokal dan tata kelola yang inklusif.  

Meskipun isu revitalisasi pasar tradisional telah cukup banyak dibahas dalam literatur, 
studi  yang secara spesifik mengkaji inovasi kebijakan dalam konteks revitalisasi pasar rakyat 
dengan  pendekatan good governance masih terbatas (Pahlevi et al., 2023; Prastyawan & 
Isbandono,  2018; Sentanu et al., 2021). Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada 
aspek fisik  infrastruktur atau dampak ekonomi langsung, tanpa menggali dimensi tata kelola 
dan peran  aktor secara mendalam (Meylani et al., 2024). Padahal, keberhasilan revitalisasi 
pasar sangat  bergantung pada inovasi kebijakan yang mampu memadukan kebutuhan 
masyarakat, efisiensi  birokrasi, dan akuntabilitas publik dalam satu kesatuan sistem.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk 
dan  proses inovasi kebijakan revitalisasi Pasar Kolpajung dalam perspektif good governance.  
Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana bentuk inovasi kebijakan yang  
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diterapkan dalam revitalisasi Pasar Kolpajung? (2) Sejauh mana prinsip-prinsip good  
governance diintegrasikan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan tersebut? 
Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian tata kelola publik,  
khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan inovasi kebijakan dengan prinsip-prinsip 
good  governance dalam konteks lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi 
bahan  evaluasi sekaligus rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang 
kebijakan  revitalisasi pasar rakyat yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.  

Kajian Teori  

Pasar tradisional merupakan elemen penting dalam struktur ekonomi lokal yang 
berfungsi  sebagai tempat transaksi, distribusi, dan interaksi sosial masyarakat. Menurut 
Kuncoro (2019),  pasar tradisional bukan hanya entitas ekonomi, melainkan juga ruang sosial 
yang  mencerminkan dinamika budaya dan nilai-nilai lokal. Namun, perubahan pola 
konsumsi,  urbanisasi, dan modernisasi telah menggeser posisi pasar tradisional, terutama 
dengan  kehadiran pasar modern yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi transaksi. 
Kondisi ini  mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi kebijakan, termasuk 
program  revitalisasi pasar tradisional sebagai bentuk intervensi pembangunan berbasis 
masyarakat. Inovasi kebijakan (policy innovation) menurut Rogers (2003) dalam teori difusi 
inovasi,  merupakan proses adopsi gagasan atau praktik baru oleh organisasi atau pemerintah 
untuk  menjawab permasalahan yang ada. Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi 
kebijakan menjadi penting karena menggambarkan kapasitas pemerintah untuk beradaptasi 
terhadap  perubahan sosial dan ekonomi (Mulgan & Albury, 2003). Inovasi kebijakan dalam 
revitalisasi  pasar tradisional diharapkan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, 
tetapi juga  mencakup aspek tata kelola, pemberdayaan pedagang, serta transformasi sistem 
pelayanan  publik.  

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kerangka 
normatif yang  menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan 
keadilan (UNDP,  1997). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting dalam merancang dan 
mengimplementasikan  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. Dalam konteks  revitalisasi pasar tradisional, good governance mengandung 
makna bahwa kebijakan tidak  hanya ditentukan oleh pemerintah secara top-down, tetapi juga 
melibatkan partisipasi aktif para  pedagang, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan 
lainnya. Prinsip transparansi dalam good governance mengharuskan pemerintah 
menyediakan  informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai proses, 
anggaran, dan tujuan  revitalisasi pasar (Dwiyanto, 2018). Keterbukaan informasi mencegah 
terjadinya  kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan. Di 
sisi lain,  akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah dapat 
dipertanggungjawabkan secara  administratif, moral, maupun hukum.  

Partisipasi publik juga menjadi komponen penting dalam good governance. Menurut 
Fung dan  Wright (2003), partisipasi memungkinkan warga berperan langsung dalam proses 
pengambilan  keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks Pasar 
Kolpajung,  keterlibatan pedagang dan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan 
implementasi  revitalisasi menjadi kunci agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil 
dan tidak  menimbulkan resistensi sosial.  
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Efektivitas dan efisiensi kebijakan juga menjadi tolok ukur keberhasilan good 
governance.  Menurut Osborne dan Gaebler (1992), pemerintah yang baik tidak hanya 
berfokus pada  pengeluaran anggaran, tetapi pada hasil (outcome) yang dirasakan 
masyarakat. Oleh karena itu,  inovasi kebijakan revitalisasi pasar harus memastikan bahwa 
fasilitas yang dibangun benar benar meningkatkan kesejahteraan pedagang, daya saing pasar, 
serta kenyamanan pengunjung.  Dari perspektif kebijakan publik, revitalisasi pasar 
tradisional termasuk dalam kebijakan  pembangunan ekonomi daerah (local economic 
development policy). Winarno (2012)  menegaskan bahwa kebijakan semacam ini harus 
dirancang dengan mempertimbangkan  kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal agar tidak 
menimbulkan marginalisasi kelompok  tertentu. Di sinilah pentingnya pendekatan inklusif 
dalam inovasi kebijakan, terutama terhadap  pelaku ekonomi kecil seperti pedagang pasar.   

Teori implementasi kebijakan publik (Van Meter & Van Horn, 1975) menjelaskan 
bahwa  keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, sumber daya, 
komunikasi  antar-aktor, serta kondisi sosial politik di lapangan. Dalam kasus revitalisasi 
Pasar Kolpajung,  koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, pedagang, dan 
masyarakat sekitar menjadi  faktor penentu keberhasilan program. Kegagalan komunikasi 
dan partisipasi dapat  menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan.   

Dalam konteks inovasi sektor publik, teori Public Sector Innovation Framework (Bekkers et al.,  
2011) menyoroti pentingnya kreativitas birokrasi dan kolaborasi antar-aktor dalam  
menghasilkan kebijakan yang adaptif. Revitalisasi pasar yang berkelanjutan menuntut  
kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga sosial ekonomi lokal untuk  
menciptakan model pengelolaan pasar yang transparan dan partisipatif. Selain itu, perspektif  
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) juga relevan dalam kajian ini.  
Revitalisasi pasar tradisional seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi  
juga dimensi sosial dan lingkungan (WCED, 1987). Desain fisik pasar, sistem pengelolaan 
sampah, serta efisiensi energi perlu menjadi bagian dari inovasi kebijakan yang berwawasan  
lingkungan. 

Dalam studi kebijakan publik lokal, konteks sosial budaya menjadi variabel penting. 
Pamekasan  sebagai wilayah dengan nilai-nilai keislaman dan solidaritas sosial yang tinggi 
menuntut  pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap budaya lokal. Kebijakan revitalisasi 
yang  mengabaikan nilai lokal seperti gotong royong, keadilan, dan keterbukaan dapat 
menghadapi  resistensi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Antlov (2002) tentang 
pentingnya local  governance yang berbasis nilai komunitas. Teori perubahan organisasi 
publik juga memberikan  perspektif dalam melihat dinamika inovasi kebijakan. Menurut 
Osborne dan Brown (2005),  inovasi sektor publik menuntut perubahan struktur, budaya 
organisasi, dan sistem manajemen  agar lebih fleksibel. Dalam kasus Pasar Kolpajung, 
birokrasi pemerintah daerah harus  menunjukkan komitmen terhadap perubahan pola kerja 
yang lebih kolaboratif, bukan sekadar  administratif.  

Dari sisi evaluasi kebijakan, teori Dunn (2018) menekankan pentingnya menilai 
keberhasilan  kebijakan berdasarkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas. 
Evaluasi revitalisasi  pasar tidak hanya diukur dari aspek fisik bangunan, tetapi juga dari 
peningkatan pendapatan  pedagang, peningkatan jumlah pengunjung, serta kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan  publik.  
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Dalam kerangka good governance, inovasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional 
menjadi  manifestasi dari reformasi birokrasi di tingkat lokal. Reformasi ini menuntut 
perubahan  paradigma pemerintah dari “mengatur” menjadi “memfasilitasi,” dari “command 
and control”  menjadi “collaborative governance” (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, 
keberhasilan  kebijakan revitalisasi bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu 
membangun  kemitraan sejati dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, teori-
teori tentang inovasi kebijakan, good governance, implementasi, dan  partisipasi publik 
memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis kebijakan  revitalisasi Pasar 
Kolpajung Pamekasan. Revitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai  pembangunan fisik, tetapi 
juga sebagai transformasi tata kelola dan partisipasi sosial dalam  mewujudkan pasar yang 
berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.  

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 
kasus, yang  bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan revitalisasi 
Pasar Kolpajung  dari perspektif good governance (Younas & Inayat, 2025). Pendekatan 
kualitatif memungkinkan  peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas kebijakan publik 
dalam konteks sosial tertentu,  sementara metode studi kasus memberikan ruang untuk 
analisis kontekstual dan interpretatif  terhadap proses serta aktor yang terlibat (Kim et al., 
2017). Fokus penelitian diarahkan pada  bentuk inovasi kebijakan, pola interaksi antaraktor, 
serta implementasi prinsip-prinsip tata  kelola pemerintahan yang baik. 

Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Kolpajung, yang merupakan salah satu pasar 
tradisional  terbesar di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada 
beberapa  pertimbangan, antara lain: (1) status strategis Pasar Kolpajung dalam rantai 
distribusi ekonomi  lokal, (2) adanya kebijakan revitalisasi pasar yang sedang atau telah 
dilaksanakan oleh  pemerintah daerah, serta (3) dinamika sosial-politik yang menyertainya, 
seperti resistensi  pedagang dan kritik masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan. 
Lokasi ini dinilai  representatif untuk menggambarkan tantangan dan peluang implementasi 
kebijakan publik  berbasis good governance pada tingkat lokal.  

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam, 
observasi  partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci 
yang terdiri dari  pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pedagang pasar, tokoh 
masyarakat, serta pihak kontraktor pelaksana revitalisasi. Observasi dilakukan secara 
langsung di lokasi pasar guna  mengamati kondisi fisik, interaksi sosial, dan respon 
masyarakat terhadap program revitalisasi.  Sementara itu, dokumentasi mencakup 
penelusuran dokumen kebijakan, berita lokal, notulen  rapat, serta data sekunder lainnya 
yang relevan. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan  
Huberman (Asipi et al., 2022), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian  
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses 
kategorisasi,  pengkodean, dan pemilahan data sesuai tema penelitian. Penyajian data 
dilakukan dalam  bentuk matriks, narasi tematik, dan kutipan informan untuk menunjukkan 
hubungan  antarkonsep. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan 
mengacu  pada kerangka teori good governance dan inovasi kebijakan.  

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik 
triangulasi  sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan 
informasi dari  berbagai aktor dan level kebijakan, seperti pejabat pemerintah, pedagang, dan 
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masyarakat sipil.  Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan hasil 
wawancara,  observasi lapangan, dan analisis dokumen guna memperoleh gambaran yang 
komprehensif dan  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Natow, 2020). Pendekatan 
ini diharapkan mampu  meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta memperkuat 
argumen teoritis yang  dikembangkan.  

Hasil dan Pembahasan  

Kondisi Awal Pasar Kolpajung dan Alasan Revitalisasi  

Sebelum program revitalisasi dijalankan, Pasar Kolpajung merupakan salah satu pasar  
tradisional terbesar di Kabupaten Pamekasan, namun menghadapi berbagai permasalahan  
struktural dan fungsional. Secara fisik, bangunan pasar menunjukkan kondisi yang  
memprihatinkan: atap bocor, saluran drainase tersumbat, dan sirkulasi udara yang buruk.  
Infrastruktur yang tidak memadai ini berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan  
pengunjung maupun pedagang. Selain itu, sistem pengelolaan pasar masih bersifat manual 
dan  tidak terdigitalisasi, sehingga memunculkan praktik-praktik informal yang sulit diawasi. 
Hal ini  sejalan dengan temuan Firdaus yang menunjukkan bahwa pasar tradisional 
cenderung  mengalami stagnasi apabila tidak diiringi inovasi dalam sistem pengelolaan (J.-H. 
Lee & Park,  2024). Faktor lainnya yang mendorong perlunya revitalisasi adalah penurunan 
jumlah pembeli secara  konsisten selama lima tahun terakhir, sebagaimana tercatat dalam 
data Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Pamekasan. Munculnya ritel modern di sekitar 
wilayah kota memperburuk posisi  pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal. Kondisi ini 
memperkuat argumen Porter (2004)  mengenai pentingnya penciptaan keunggulan 
kompetitif melalui adaptasi terhadap perubahan  lingkungan pasar. Oleh karena itu, 
revitalisasi tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki aspek  fisik, tetapi juga mereformasi 
cara kerja kelembagaan dan hubungan antarpemangku  kepentingan pasar. Selain dorongan 
teknokratis dari pemerintah daerah, tuntutan revitalisasi juga muncul sebagai  respon 
terhadap keluhan masyarakat dan pedagang yang merasa terpinggirkan dari proses  
pembangunan daerah. Tekanan sosial ini memperkuat posisi pasar sebagai arena politik  
kebijakan (policy arena), di mana beragam aktor memperjuangkan kepentingannya (Sanfelici 
&  Halbert, 2019). Dalam konteks ini, revitalisasi Pasar Kolpajung menjadi lebih dari sekadar  
proyek infrastruktur, melainkan sebuah momentum untuk menguji komitmen pemerintah  
terhadap reformasi tata kelola berbasis prinsip good governance.  

Inovasi Kebijakan  

Inovasi kebijakan yang diterapkan dalam revitalisasi Pasar Kolpajung di Kabupaten 
Pamekasan  mencakup tiga bentuk utama yang secara substansial merefleksikan respons 
pemerintah daerah  terhadap stagnasi manajemen pasar tradisional. Pertama, digitalisasi 
sistem sewa kios dan  pembayaran retribusi merupakan langkah strategis untuk mengatasi 
praktik-praktik nontransparan yang selama ini menimbulkan ketidakpercayaan di antara 
para pedagang.  Sistem ini didesain berbasis aplikasi daring dengan integrasi data pedagang, 
riwayat transaksi,  serta notifikasi otomatis mengenai kewajiban sewa. Kedua, model 
pembiayaan kerja sama  antara pemerintah dan pihak swasta (public-private 
partnership/PPP) digunakan untuk  mendanai proyek pembangunan infrastruktur pasar 
secara berkelanjutan. Skema ini menandai  pergeseran dari pendekatan konvensional yang 
bergantung pada pembiayaan anggaran daerah  semata, menuju model pembiayaan 
kolaboratif yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal  pemerintah lokal. Ketiga, 
penataan zonasi berdasarkan klasifikasi komoditas dilakukan untuk  meningkatkan efisiensi 
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tata ruang pasar dan kenyamanan pengunjung, serta mendukung logika  rantai pasok yang 
lebih terorganisasi.  

Ketiga bentuk inovasi kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang untuk menjawab 
kelemahan  sistem sebelumnya yang cenderung tidak transparan, boros waktu, dan rentan 
konflik. Dalam  kerangka teori inovasi kebijakan oleh Osborne dan Brown (Mytelka & Smith, 
2002),  transformasi kebijakan yang bersifat struktural dan sistemik seperti ini hanya akan 
berjalan  efektif jika dirancang untuk menyasar akar masalah serta melibatkan pembaruan 
prosedural  dan institusional secara berkelanjutan. Digitalisasi bukan semata-mata 
transformasi alat, tetapi  juga transformasi paradigma kerja birokrasi menuju tata kelola 
berbasis data dan akuntabilitas.  Begitu pula dengan PPP dan penataan zonasi, yang menuntut 
sinergi antarpemangku  kepentingan serta desain kebijakan yang mempertimbangkan 
keadilan spasial dan  keseimbangan ekonomi lokal.  

Proses perumusan inovasi kebijakan di Pasar Kolpajung menunjukkan pola kombinasi 
antara  pendekatan top-down dan bottom-up. Di satu sisi, inisiasi kebijakan dilakukan secara 
hierarkis  oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan yang  bertindak sebagai leading sector. Rujukan terhadap kebijakan nasional 
seperti Program  Revitalisasi Pasar Rakyat (RPPR) dari Kementerian Perdagangan menjadi 
dasar normatif dari  proses inovasi ini. Namun demikian, pada tahap perencanaan rinci dan 
validasi kebijakan,  dilakukan serangkaian konsultasi publik yang menghadirkan para 
pedagang, organisasi  masyarakat sipil, serta akademisi lokal. Proses ini mencerminkan 
bentuk deliberasi publik  sebagaimana diteorikan oleh Habermas (1996), yang 
mengedepankan pentingnya ruang  diskursif sebagai arena pertukaran argumen rasional 
antaraktor dalam menciptakan kebijakan  yang legitimate dan inklusif (Habermas, 2018). 
Walau ruang partisipasi telah difasilitasi, porsi  pengambilan keputusan tetap didominasi oleh 
aktor birokrasi, menandakan bahwa prinsip  deliberatif belum sepenuhnya terimplementasi 
secara substantif.  

Pelaku utama dalam kebijakan revitalisasi ini mencakup empat aktor utama: 
pemerintah daerah  sebagai pemegang otoritas kebijakan; pelaksana proyek konstruksi 
sebagai pihak teknis yang  merealisasikan pembangunan; asosiasi pedagang sebagai 
representasi komunitas penerima  dampak; dan perwakilan masyarakat sipil yang terlibat 
dalam pengawasan kebijakan. Kendati  terdapat keterlibatan multiaktor, struktur koordinasi 
dan relasi antaraktor belum sepenuhnya  mencerminkan model governance yang partisipatif. 
Dominasi birokrasi masih kuat, terlihat dari  keterbatasan ruang negosiasi dalam penyusunan 
kontrak kerja sama maupun dalam  mekanisme resolusi konflik antarpedagang. Selain itu, 
kapasitas kelembagaan asosiasi pedagang  yang lemah baik dari sisi kepemimpinan, 
pengetahuan kebijakan, maupun akses terhadap  teknologi menjadi kendala struktural dalam 
membangun kemitraan yang setara. Hal ini sesuai  dengan pandangan Howlett dan Ramesh 
(Habermas, 1996) yang menekankan bahwa  keberhasilan inovasi kebijakan tidak hanya 
bergantung pada ide atau teknologi yang digunakan,  tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, 
struktur insentif, serta relasi sosial-politik antaraktor  kebijakan.  

Dari sudut pandang tata kelola publik (public governance), tantangan dalam 
membangun  kesetaraan relasi di antara pelaku kebijakan memperlihatkan perlunya 
pergeseran dari  birokrasi hierarkis menuju jaringan kelembagaan yang kolaboratif. Inovasi 
kebijakan akan  mudah menjadi jargon administratif bila tidak disertai dengan mekanisme 
kontrol sosial dan  transparansi yang jelas. Oleh karena itu, keberlanjutan revitalisasi pasar 
tradisional seperti  Kolpajung tidak dapat dilepaskan dari komitmen untuk membangun 
kapasitas kelembagaan warga serta menguatkan institusi pengawasan yang independen. 
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Dalam konteks ini, inovasi  kebijakan harus dilihat bukan hanya sebagai produk teknokratik, 
melainkan sebagai proses  sosial yang dinamis dan penuh negosiasi.  

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Pasar  

Partisipasi masyarakat dan pelaku pasar dalam program revitalisasi Pasar Kolpajung 
menjadi  indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip partisipatif dalam good 
governance  diimplementasikan secara nyata. Pemerintah daerah, melalui Dinas 
Perindustrian dan  Perdagangan, menginisiasi sejumlah forum diskusi terbuka dan 
musyawarah dengan komunitas  pedagang sebagai bagian dari tahap awal penjaringan 
aspirasi. Langkah ini pada dasarnya  merefleksikan semangat inklusivitas dalam perencanaan 
kebijakan publik. Namun, dalam  praktiknya, partisipasi tersebut dinilai masih bersifat 
simbolik. Informasi teknis mengenai  desain pasar, zonasi kios, dan skema relokasi sering kali 
disampaikan secara terbatas, dengan waktu konsultasi yang sempit dan tanpa jaminan bahwa 
masukan warga akan benar-benar  memengaruhi keputusan akhir.  

Fenomena ini menguatkan kritik klasik dari Sherry Arnstein (1969) dalam konsep 
ladder of  citizen participation, yang membedakan antara partisipasi sejati dan partisipasi 
semu  (tokenism) (Gaber, 2019). Dalam konteks Pasar Kolpajung, masyarakat tampaknya 
hanya  dilibatkan pada level informasi dan konsultasi, bukan dalam level partnership atau 
delegated  power yang memungkinkan mereka turut menentukan arah kebijakan. Akibatnya, 
beberapa  kebijakan teknis yang diterapkan seperti penataan ulang zonasi kios tidak 
mencerminkan hasil  musyawarah awal, bahkan dianggap mengingkari kesepakatan informal 
antara pedagang dan  pemerintah. Hal ini memicu respons negatif berupa aksi protes terbuka 
dan penolakan sebagian  pedagang terhadap kebijakan relokasi.  

Namun, dinamika di lapangan tidak bersifat homogen. Di sisi lain, ada pula pelaku 
pasar yang  menerima bahkan mendukung revitalisasi, dengan keyakinan bahwa modernisasi 
infrastruktur  akan mendatangkan lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan. 
Perbedaan  pandangan ini mencerminkan pluralitas kepentingan dalam komunitas pasar yang 
kompleks, di  mana latar belakang sosial-ekonomi, posisi dalam struktur pasar, dan akses 
terhadap informasi  menjadi faktor pembeda dalam merespons kebijakan publik. Seperti yang 
ditegaskan oleh  Archon Fung (2006), model partisipasi yang efektif tidak bisa 
mengasumsikan satu bentuk  ideal, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan 
kapasitas warga untuk  berpartisipasi secara bermakna (Fung, 2015).  

Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah ketimpangan informasi dan 
asimetri  kekuasaan antara pemerintah sebagai aktor dominan dan pedagang sebagai 
kelompok  penerima dampak. Ketika komunikasi hanya bersifat satu arah dan teknokratik, 
ruang  deliberatif yang seharusnya menjadi arena dialog terbuka berubah menjadi formalitas  
prosedural. Dalam perspektif governance, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan  
publik di tingkat lokal masih menghadapi kendala struktural dalam membangun dialog yang  
setara dan transformatif. Dominasi narasi resmi dan minimnya ruang bagi artikulasi  
kepentingan alternatif menciptakan kesenjangan partisipatif yang sulit dijembatani.  

Untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang inklusif dan berkelanjutan, 
diperlukan  transformasi pendekatan komunikasi kebijakan dari top-down information 
sharing menjadi  interactive engagement. Strategi ini mencakup fasilitasi forum musyawarah 
dengan  pendampingan yang netral, peningkatan literasi kebijakan bagi pelaku pasar, serta  
pembentukan forum perwakilan pedagang yang memiliki legitimasi dan kapasitas negosiasi.  
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai  
subjek kebijakan yang memiliki otoritas moral dan politis untuk turut menentukan arah  
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perubahan yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. 

Tantangan dalam Penerapan Prinsip Good Governance  

Penerapan prinsip good governance dalam program revitalisasi Pasar Kolpajung 
menghadapi  berbagai tantangan multidimensi yang mencerminkan masih lemahnya 
institusionalisasi tata  kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Pertama, dari aspek 
transparansi, distribusi  informasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan, khususnya 
pedagang, belum berjalan  secara optimal. Informasi penting seperti prosedur relokasi, 
kriteria pembagian kios baru, serta  mekanisme ganti rugi tidak disosialisasikan secara 
sistematis dan menyeluruh. Hal ini  menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di 
kalangan pedagang, yang pada gilirannya  menimbulkan spekulasi dan persepsi negatif 
terhadap niat dan kinerja pemerintah daerah.  Sebagaimana ditegaskan oleh Bovens (2007), 
transparansi bukan sekadar keterbukaan  informasi, tetapi juga merupakan fondasi dari 
akuntabilitas publik yang memungkinkan warga  menilai dan mengontrol tindakan 
pemerintah.  

Kedua, tantangan yang cukup krusial muncul dalam aspek akuntabilitas, terutama 
terkait  dengan lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban publik. 
Temuan di  lapangan menunjukkan bahwa ketika terjadi ketidaksesuaian teknis dalam proses  
pembangunan, seperti keterlambatan pengerjaan dan perubahan desain tanpa konsultasi, 
tidak  tersedia saluran pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
Bahkan, peran  lembaga legislatif seperti DPRD dalam fungsi kontrol terhadap eksekutif 
tampak minim dan  cenderung pasif. Hal ini menunjukkan gejala accountability gap 
sebagaimana dijelaskan oleh  Pierre dan Peters (Weaver, 1985), di mana fragmentasi dalam 
tata kelola tanpa diimbangi  dengan sistem checks and balances yang memadai dapat 
melemahkan daya kontrol terhadap  kebijakan publik.  

Ketiga, dari sisi efektivitas dan efisiensi, proyek revitalisasi mengalami sejumlah 
hambatan  teknis dan administratif, termasuk keterlambatan penyelesaian konstruksi serta 
indikasi  pembengkakan anggaran. Situasi ini memperlihatkan bahwa birokrasi lokal masih 
bekerja  dalam kerangka prosedural yang kaku dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip 
result-based  governance. Ketergantungan pada sistem kerja yang tidak adaptif terhadap 
dinamika lapangan  menghambat pencapaian tujuan strategis kebijakan. Dengan demikian, 
revitalisasi Pasar Kolpajung seharusnya menjadi momentum reflektif bagi  pemerintah 
daerah untuk memperkuat internalisasi prinsip good governance, tidak sekadar  sebagai 
jargon administratif, tetapi sebagai kerangka kerja substantif yang membentuk siklus  
kebijakan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara menyeluruh dan  
berkelanjutan.  

Implikasi Terhadap Efektivitas Revitalisasi  

Efektivitas revitalisasi Pasar Kolpajung tidak dapat semata-mata dinilai dari 
penyelesaian  infrastruktur fisik yang rapi dan modern. Dalam konteks pembangunan 
berbasis masyarakat,  efektivitas justru harus ditakar melalui keberlanjutan fungsi sosial, 
ekonomi, dan budaya pasar  sebagai ruang publik yang hidup. Hasil observasi 
pascarevitalisasi menunjukkan bahwa  memang terdapat peningkatan dari sisi kenyamanan, 
kebersihan, dan keteraturan tata ruang  kios. Fasilitas seperti drainase, sistem penerangan, 
dan sirkulasi pengunjung juga mengalami  perbaikan yang signifikan. Namun, peningkatan 
tersebut belum diiringi oleh lonjakan jumlah  pengunjung maupun peningkatan omzet secara 
merata di kalangan pedagang. Beberapa  pedagang bahkan mengeluhkan penurunan trafik 
karena perubahan zonasi yang dianggap tidak  sesuai dengan pola pergerakan konsumen. 
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Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang terlalu fokus pada aspek fisik 
berisiko  mengabaikan dinamika sosial-ekonomi yang menjadi ruh utama pasar tradisional. 
Temuan ini  memperkuat argumen Nurlina yang menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi 
pasar  tradisional sangat ditentukan oleh keberlanjutan pelayanan, kejelasan alur distribusi 
barang,  serta keterlibatan aktif pengguna pasar dalam proses adaptasi pascarevitalisasi (S. 
Lee, 2017).  Tanpa adanya proses transisi sosial yang memadai, kebijakan inovatif justru 
berpotensi  menciptakan disrupsi baru yang melemahkan fungsi pasar sebagai pusat interaksi 
ekonomi  rakyat. 

Ketimpangan ekspektasi antara pemerintah dan komunitas pasar menjadi indikator 
penting  dari perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi 
jangka  panjang. Dalam perspektif policy evaluation, keberhasilan kebijakan publik tidak 
hanya diukur  dari output, tetapi juga dari outcome dan impact yang dirasakan oleh kelompok 
sasaran  (Tallberg et al., 2016). Oleh karena itu, efektivitas revitalisasi Pasar Kolpajung 
sepatutnya  dibaca secara multidimensional, mencakup dimensi fisik (infrastruktur dan 
fasilitas), dimensi  sosial (relasi antar pedagang dan dengan konsumen), dimensi ekonomi 
(perputaran barang dan  jasa), serta dimensi tata kelola (mekanisme koordinasi dan 
partisipasi).Dengan kata lain, revitalisasi pasar bukan hanya soal membangun ruang yang 
baru, tetapi juga  soal membangun ulang kepercayaan, kebersamaan, dan keseimbangan 
antara kepentingan  publik dan efisiensi kebijakan.  

Kesimpulan  

Revitalisasi Pasar Kolpajung di Pamekasan mencerminkan upaya pemerintah daerah 
dalam  merespons kemunduran pasar tradisional melalui kebijakan inovatif yang mencakup 
perbaikan  fisik, digitalisasi sistem, dan kemitraan multisektor. Penelitian ini menemukan 
bahwa meskipun  revitalisasi telah menghasilkan perubahan struktural, implementasinya 
belum sepenuhnya  konsisten dengan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam 
aspek transparansi,  partisipasi publik, dan akuntabilitas. Proses perumusan kebijakan 
cenderung bersifat top-down  dengan keterlibatan masyarakat yang masih prosedural. 
Dengan demikian, revitalisasi ini  merupakan contoh kebijakan yang inovatif secara desain, 
namun masih menghadapi tantangan  serius dalam eksekusi tata kelola inklusif dan 
deliberatif. 

Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian inovasi kebijakan publik di tingkat 
lokal dengan  menegaskan pentingnya integrasi antara dimensi struktural dan relasional 
dalam praktik  governance. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
revitalisasi pasar  tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas 
interaksi antara  pemerintah dan warga sebagai aktor kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, 
direkomendasikan  agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme dialog publik yang 
otentik dan menjamin  akses informasi yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan. 
Pengelola pasar didorong  untuk membangun sistem pengawasan partisipatif dan transparan 
berbasis teknologi informasi.  Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diperluas 
pada analisis longitudinal  terhadap dampak sosial-ekonomi revitalisasi, serta eksplorasi 
model kolaboratif yang lebih  adaptif dalam konteks pasar rakyat di Indonesia.  

Limitasi  

Limitasi dalam penelitian berjudul “Analisis Inovasi Kebijakan Revitalisasi Pasar 
Tradisional:  Studi Kasus Pasar Kolpajung Pamekasan dalam Perspektif Good Governance” 
terletak pada  keterbatasan ruang lingkup dan pendekatan metodologis yang digunakan. 
Penelitian ini hanya  berfokus pada satu lokasi, yaitu Pasar Kolpajung, sehingga hasil temuan 
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belum dapat  digeneralisasi untuk seluruh pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan maupun 
daerah lain  dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda. Selain itu, data diperoleh melalui 
wawancara  mendalam dan observasi terbatas dalam kurun waktu tertentu, sehingga 
kemungkinan adanya  dinamika kebijakan dan perubahan perilaku aktor pasar setelah 
penelitian belum sepenuhnya  terakomodasi. Faktor subjektivitas responden dalam 
memberikan informasi juga berpotensi  memengaruhi objektivitas interpretasi peneliti 
terhadap prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.  
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